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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis 

Etika Pelayanan Publik di Kantor Desa Daleng Kecamatan Lembor Kabupaten 

Manggarai Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam mengukur Etika pelayanan publik 

di Kantor Desa Daleng dengan aspek persamaan hak (equality) belum berjalan 

dengan baik karena dalam melayani masyarakat masih melihat suku dan golongan. 

2. Dalam aspek keadilan (justice) dalam Etika pelayanan publik di Kantor Desa Daleng 

dalam hal ini juga belum di terapkan dengan baik yaitu dalam melayani masyarakat 

pegawai tidak jarang marah-marah, pelayanan yang diberikan masih pilih-pilih bukan 

siapa yang datang dahulu dan belum memberikan penjelasan saat proses pelayanan 

sehingga masyarakat menjadi bingung. 

3. Aspek kesetiaan (loyalty) dalam Etika Pelayanan Publik di Kantor Desa Daleng, 

pegawai terkhusus honor masih loyal terhadap instansi tanpa melihat seberapa besar 

gaji yang mereka terima dan bahkan sudah bertahun tahun bekerja. Berkaitan dengan 

kedisiplinan yaitu datang tiap hari kerja di kantor belum diterapkan dengan baik. 

4. Aspek pertanggungjawaban (responsibility), dalam Etika Pelayanan Publik di Kantor 

Desa Daleng belum sepenuhnya di terapkan dengan baik dimana pegawai datang telat 

ke kantor dan pulang sebelum jam yang telah di tentukan serta pegawai yang masih 

berstatus sebagai tenaga honorer ataupun ASN jarang datang setiap hari ke kantor, 

sehingga pelayanan tidak berjalan dengan baik. 

6.1.1 Faktor-faktor penghambat Etika Pelayanan Publik di Kantor Desa Daleng 

Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai barat 

1) Struktur dan mekanisme kerja 

2) Prosedur dan metode pelayanan 

3) Pendapatan pegawai 

4) Kemampuan dan keterampilan 
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6.2 Saran 

 Setelah kita memperhatikan hasil penelitian diatas, menurut penulis ada beberapa 

hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang Etika Pelayanan 

Publik di Kantor Desa Daleng: 

1. Agar mempertahankan dan memperhatikan etika pelayanan kepada masyarakat 

sehingga pelayanan yang di berikan lebih efektif dan efesien di Kantor Desa Daleng 

Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dengan melihat etika pelayanan 

berupa persamaan hak, keadilan, kesetiaan, peranggung jawaban dalam setiap 

pelayanan kepada masyarakat 

2. Kantor Desa Daleng lebih meningkatkan pertanggung jawaban pegawai dimana 

semua staf harus mamatatuhi aturan yang di tetapkan yakni datang ke kantor pada 

jam 8 pagi serta pulang pada jam 4 sore agar pelayanan lebih maksiamal. 

3. Kantor Desa Daleng agar lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai yakni setiap 

pegawai harus datang setiap hari ke kantor agar masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan tidak menungu lama. 

4. Kantor Desa Daleng agar membuat papan informasi agar masyarakat mengetahui 

informasi yang ada di Kantor Desa Daleng. 
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